WALIKOTAPADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTAPADANG PANJANG
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTAPADANG PANJANG NOMOR 35
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

BANTUAN KEUANGAN PARTA! POLITIK -

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAPADANG PANJANG,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola

bantuan keuangan kepada partai politik dan mendorong

peran  aktif partai  politik  untuk ikut  serta  dalam

penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019

melalui  pelaksanaan pendidikan  politik kepada anggota

partai politik dan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian

terhadap

pedoman penyusunan laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan

keuangan partai politik;

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud

pada  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota

ten tang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran

Bantuan Keuangan Partai Politik;

Mengingat ...



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kota Keeil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

962);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5189);

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6177);

5. Peraturan ...



Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban  Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Padang Panjang Nomor 9  Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2018
ten tang Pedoman Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran

Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota

Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 35

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABANPENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGANPARTAIPOLITIK.

Pasal 1...



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2018 Nomor 35 Tahun 2018), diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal3

(1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada
Partai Politik perhitungannya berdasarkan jumlah
perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD Kota
Padang Panjang Tahun 2019.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum
DPRD didasarkan pada hasil perhitungan suara sah
Pemilihan Umum DPRD yang ditetapkan oleh KPU
Kota Padang Panjang.

(3) Besaran bantuan keuangan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Walikota.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal4

Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai
berikut:

a. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik
yang mendapatkan kursi di DPRD Tahun 2019 adalah
jumlah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD
Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah
perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun
2019 periode sebelumnya berdasarkan perhitungan
suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Daecrah;

b. besarnya ...



b.

C.
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besarnya jumlah bantuan Keuangan yang dialokasikan
dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah
jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD
Tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan per suara;
dan

jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota setiap
tahunnya adalah jumlah perolehan suara Partai Politik
hasil pemilihan umum DPRD Tahun 2019 dikalikan

nilai bantuan persuara.

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

2

3)

Pasal5A

Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan
edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019.

Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan
secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan
protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease
2019.

Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat berupa
penyediaan perbekalan atau alat kesehatan
pencegahan pandemic Corona Virus Disease 2019
kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa
masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat
cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan,

danl atau penyemprotan disinfektan.

4. Ketentuan ...
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4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(D

2)

Pasal 7

Kegiatan  operasional sekretariat Partai  Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
berkaitan dengan:

a. administrasi umum;

b. berlangganan daya dan jasa;

c. pemeliharaan data dan arsip; dan

d. pemeliharaan peralatan kantor.

Kegiatan operasional sekretariat partai berkaitan
dengan administrasi umum sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1)huruf a antara lain:

a. keperluan alat tulis kantor, berupa pembayaran
pembelian kebutuhan alat tulis kantor untuk
kebutuhan kesekretariatan Partai Politik dilengkapi
dengan bukti pendukung berupa kwitansi dan
faktur pembelian;

b. rapat internal sekretariat dilengkapi dengan bukti:
1. undangan rapat;

2. daftar hadir peserta rapat; dan
3. notulen Rapat.

c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi partai politik; disertakan dengan
undangan, surat tugas, pembayaran uang saku

perjalanan dinas;

d. transpor untuk mendukung kegiatan operasional
sekretariat yang dilengkapi dengan pendukung
berupa faktur pembelian bahan bakar minyak atau
sewa kendaraanjtravel;

e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa
furniture, komputer, mesin fotokopi yang mengacu
pada  peraturan perudang-undangan ten tang

pengadaan barang dan jasa;

f. sewa...
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f. sewa kantor yang dilengkapi dengan bukti
pendukung berupa kwitansi sewa (tanda terima
pemilik);

g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik
yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan
dengan melampirkan bukti penerimaan gaji dan
daftar hadir; dan

h. dukungan penyediaan  obat dan  perbekalan
kesehatan sekretariat partai  politik  dengan
melampirkan bukti dokumentasi P3K dan alat-alat

medis lainnya.

(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan

dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)huruf b yaitu:

a. telepon, intemet dan listrik berupa pembayaran
tagihan rekening listrik kantor sekretariat partai
politik;

b. air minum sekretariat berupa pembayaran tagihan
rekening PDAMkantor sekretariat Partai Politik;

c. jasa pos dan giro berupa pembelian materai, dan
perangko; dan

d. surat menyurat, media cetak dan elektronik,
berupa biaya pembelian langganan surat kabar,
pembayaran pembuatan  berita ziklan di media
cetak/ elektronik, dilengkapi dengan bukti
pendukung berupa kwitansi/ faktur.

Kegiatan  operasional sekretariat partai  politik

berkaitan = dengan pemeliharaan data dan arsip

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c yaitu:

a. penyimpanan data elektronik, berupa pemeliharaan
peralatan penyimpanan data elektronik seperti
peralatan  kantor, hardisk, flashdisk:  dilengkapi
dengan bukti pembelian; dan

b. penyimpanan data manual, berupa pemeliharaan
peralatan  penyimpanan data manual seperti,
lemari arsip, CD, buku dan kertas dilengkapi

dengan bukti pembayaran.

(5) Kegiatan ...



(5) Kegiatan  operasional sekretariat partai politik
berkaitan dengan pemeliharaan peralatan  kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c yaitu:

a. pemeliharaan  peralatan  elektronik  sekretariat,
berupa pembayaran biaya servis seperti servis
komputer, laptop atau mesin tik dilengkapi bukti
pembayaran; dan

b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor
sekretariat, berupa  pembayaran biaya jasa
perbaikan  inventaris kantor dilengkapi bukti

pembayaran.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal8

Segala pembiayaan yang tercantum dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 dibayarkan mengacu dan disesuaikan dengan
Standar Biaya Pemerintah Kota Padang Panjang dalam
tahun berkenaan dan mempedomani ketentuan perpajakan

yang berlaku.



Pasal 11

Peraturan Walikota ~im mulai  berlaku pada  tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan  Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal -~y  JUN 2022

(WALIKOTA ADANG PANJAN{

Diundangkan di Padang Panjang

pada tanggal JB JU 2
SEKRETARIS DAE OTA PADANG PANJANG:,t
SONNY BUDAYAPUTRA

BERITA DAERAH KOTAPADANGPANJANG TAHUN 2022 NOMOR 30



